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Kata Pengantar 

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Komuniasi dan Informatika Kabupaten 

Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komuniasi dan 

Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2018 sebagai bentuk akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2018.  

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan 

semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara 

transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Komuniasi dan InformatikaKabupaten 

Bantul Tahun 2018. 

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 80 Tahun 2017 

tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 

2016 – 2021. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, makan disusunlah Rencana 

Strategis Dinas Komuniasi dan Informatika Kabupaten Bantul ditetapkan dengan 

Keputusan Dinas Komuniasi dan Informatika Nomor................................................  

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Dinas 

Komuniasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, 

namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. 

Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja 

ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek 

perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi 

pelaksanaannya.  
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Ikht isar Eksekut i f  

 

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan 

pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi 

pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses 

penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi 

organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan 

sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Komuniasi dan 

Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2018 ini merupakan amanat Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 

2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja 

dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan 

Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan 

akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Komuniasi 

dan Informatika Kabupaten Bantul. 

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2018 telah 

berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

Kabupaten Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021. Menindaklanjuti hal 

tersebut, Dinas Komuniasi dan Informatikatelah menetapkan Rencana Strategis 

Dinas Komuniasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala Dinas Komuniasi dan Informatika Nomor ...................................  

Dinas Komuniasi dan Informatika Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 120 Tahun 2016 tentang tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rincian 

tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Komuniasi dan Informatika Kabupaten Bantul  

Tugas pokok Dinas Komuniasi dan Informatika adalah membantu Bupati 

dalam urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan 
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pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian yang 

disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah 

untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah 

Dinas Komuniasi dan Informatika memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis 

dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain : 

1. Bidang Komunikasi dan Informatika 

2. Bidang Statistik  

3. Bidang Persandian  

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan 

mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran 

pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator 

Kinerja Utama (IKU) Dinas Komuniasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang 

telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.  

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian dari 2(dua) IKU, 

disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria Sangat Tinggi,  dengan rata-rata 

capaian sebesar 100.5%. Ada 2(dua) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria 

sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi : 

1. Prosentase berkembangnya layanan Digital Government Service (DGS) 

2. Index kualitas layanan informasi publik  

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul tidak ada 

indikator yang masuk masuk dalam kriteria Tinggi (75,1% s/d 90%)  dan juga 

indikator yang  masuk dalam kriteria Sedang  (65.1% s/d 75%)  

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Komuniasi dan Informatika  

yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian 

kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan 

pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya 

perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat 

akan bisa dicapai.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Bantul  Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan 

Menteri PAN dan RB RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah  

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan 

yang baik (Good Governance) di Kabupaten Bantul 

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2018 diharapkan dapat:  

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas 

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Bantul  

2. Mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang 

didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan 

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.  

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Bantul untuk meningkatkan kinerjanya.  

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Bantul di dalam pelaksanaan program/kegiatan 

dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 

B. Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai Organisasi 

Perangkat  Daerah (OPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bantul Nomor 120 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Bantul tertanggal 23 September 2016. Berdasarkan 

peraturan daerah tersebut telah dilaksanakan penataan organisasi perangkat 

daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan 

informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan 
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bidang persandian yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, 

dan kemampuan daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan 

pembangunan di daerah.Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Bantul sebagai organisasi perangkat daerah baru, 

menyelenggarakan aspek komunikasi dan informatika, statistik dan persandian 

yang merupakan gabungan OPD dan bagian dari OPD yaitu : 

a. Pengolahan Data Telematika melaksanakan tugas penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah bidang komunikasi dan informatika; 

b. sebagian dari Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 

melaksanakan ketugasan membantu Sekretaris Daerah dalam 

melaksanakan fungsi  pada bidang penyampaian informasi penyelenggaraan 

pembangunan daerah; dan 

c. sebagian dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 

melaksanakan ketugasan membantu Sekretaris Daerah dalam 

melaksanakan fungsi persandian; dan 

d. sebagian dari Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas pengelolaan 

sumber daya telekomunikasi. 

 

C. Susunan Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Urusan 

Pemerintahan Daerah Pasal 4, Pemerintahan Daerah mempunyai urusan 

pemerintahan konkuren yang merupakan urusan pemerintahan wajib yaitu 

komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Urusan pemerintahan 

tersebut dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai 

perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas 

dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika menurut Peraturan Bupati Bantul 

Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 

Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 

sebagai berikut: 
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1. Kepala Dinas mempunyai tugas : 

a. memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 

komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik 

dan urusan pemerintahan bidang persandian; 

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

2. Sekretaris mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan 

kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan 

organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Sekretariat 

yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian Umum, 

dan Sub Bagian Program Keuangan dan Aset. 

3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publikmempunyai 

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang 

pengelolaan informasi dan saluran komunikasi publik. Dibantu oleh: 

 Seksi Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik 

 Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi Publik 

 Seksi Pengelolaan  Saluran Informasi Publik 

4. Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Persandianmempunyai 

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang 

penyelenggaraan e-government dan persandian. 

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penyelenggaraan E-Government 

dan Persandiandibantu oleh : 

 Seksi Infrastruktur dan Teknologi 

 Seksi Pengembangan Aplikasi 

 Seksi Keamanan Informasi dan Persandian 

5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika 

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

bidang pengembangan sumber daya komunikasi  dan informatika. 

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan Sumber Daya 

Komunikasi  dan Informatikadibantu oleh : 

 Seksi Statistik dan Pelayanan Informasi Publik 

 Seksi Kemitraan dan Pengelolaan Sumber Daya Telekomunikasi 

 Seksi Tata Kelola E-Goverment 

6. Pada Diskominfo dapat dibentuk UPT  untuk melaksanakan sebagian 
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kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

7. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakansesuai 

dengan keahlian dan kebutuhan; 

 

Gambar I.1 

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika 

 

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan 

organisasi menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas mempunyai tugas : 

1. memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan 

informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan 

bidang persandian; 

2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

b. Sekretaris mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan kesekretariatan dan 

pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas 

Komunikasi dan Informatika. 

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 
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1. menyusun rencana kerja Sekretariat; 

2. merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan; 

3. memberikan dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian,  

ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi 

dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi; 

4. mengelola barang milik daerah; 

5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan 

Diskominfo; 

6. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan 

fungsi Diskominfo;  

7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan 

fungsi Sekretariat; dan 

8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

c. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugasmenyiapkan bahan 

perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, 

asset, dan evaluasi. 

Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset 

menyelenggarakan fungsi : 

1. menyusun rencana kerja Sub bagian; 

2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan 

evaluasi;  

3. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis; 

4. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan 

anggaran; 

5. menyiapkan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi; 

6. menyiapkan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan.  

7. menyiapkan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan; 

8. menyiapkan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah; 

9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub 

Bagian; dan  

10. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugasmenyiapkan bahan 

perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian. 
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Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

menyelenggarakan fungsi : 

1. menyusun rencana kerja Sub bagian;  

2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan 

kepegawaian; 

3. menyiapkan dan pelaksanaan urusan tata usaha; 

4. menyiapkan dan pelaksanaan urusan kepegawaian; 

5. menyiapkan dan pelaksanaan urusan rumah tangga; 

6. menyiapkan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan; 

7. menyiapkan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan; 

8. menyiapkan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana; 

9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub 

Bagian; dan  

10. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

e. Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publikmempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan 

informasi dan saluran komunikasi publik. 

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran 

Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi : 

1. penyusunan rencana kerja Bidang; 

2. perumusan kebijakan bidang pengelolaan informasi dan aspirasi publik, 

produksi informasi publik, serta  pengelolaan  saluran informasi publik; 

3. pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan informasi dan aspirasi publik, 

produksi informasi publik, serta pengelolaan  saluran informasi publik; 

4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengelolaan informasi dan 

aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan  saluran informasi 

publik; dan  

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan informasi 

dan aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan  saluran 

informasi publik; 

6. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan 

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas  terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 
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f. Seksi Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik mempunyai tugas menyiapkan 

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan informasi dan 

aspirasi publik. 

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pengelolaan Informasi dan Aspirasi 

Publikmenyelenggarakan fungsi : 

1. penyusunan rencana kerja Seksi ;  

2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi 

dan aspirasi publik; 

3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi 

dan aspirasi publik; 

4. pelaksanaan layanan monitoring isu publik di media massa dan elektronik; 

5. pelaksanaan pengelolaan aduan masyarakat; 

6. pelaksanaan pengumpulan pendapat umum 

7. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang 

pengelolaan informasi dan aspirasi publik; 

8. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidangpengelolaan informasi 

dan aspirasi publik; 

9. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan 

10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 

tugas dan fungsinya 

g. Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan 

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang produksi dan reproduksi 

informasi publik. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Produksi 

dan Reproduksi Informasi Publikmenyelenggarakan fungsi : 

1. penyusunan rencana kerja Seksi ;  

2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang produksi dan reproduksi 

informasi publik; 

3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang produksi dan reproduksi 

informasi publik; 

4. pelaksanaan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup 

kabupaten;  

5. pelaksanaan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung 

komunikasi publik lintas sektoral lingkup pemerintah daerah; 
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6. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang produksi 

dan reproduksi informasi publik; dan  

7. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidangproduksi dan reproduksi 

informasi publik; 

8. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan 

9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

h. Seksi Pengelolaan  Saluran Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan saluran informasi 

publik. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi 

Pengelolaan  Saluran Informasi Publik menyelenggarakan fungsi  

1. penyusunan rencana kerja Seksi ;  

2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan saluran 

informasi publik; 

3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan saluran 

informasi publik; 

4. pelaksanaan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah 

daerah;  

5. pelaksanaan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;  

6. pelaksanaan pembuatan konten lokal;  

7. pelaksanaan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah maupun 

non pemerintah daerah;  

8. pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah 

dan non pemerintah daerah; 

9. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang 

pengelolaan saluran informasi publik; dan  

10. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidangpengelolaan saluran 

informasi publik; 

11. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan 

12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

i. Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Persandianmempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan e-

government dan persandian. 
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Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penyelenggaraan E-Government dan 

Persandian menyelenggarakan fungsi : 

1. penyusunan rencana kerja Bidang; 

2. perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan e-Goverment, layanan 

infrastruktur dan teknologi serta penyelenggaraan keamanan informasi dan 

persandian; 

3. pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan e-Goverment, layanan 

infrastruktur dan teknologi serta penyelenggaraan keamanan informasi dan 

persandian; 

4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penyelenggaraan                   

e-Goverment, layanan infrastruktur dan teknologi serta  penyelenggaraan 

keamanan informasi dan persandian;  

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan         

e-Goverment, layanan infrastruktur dan teknologi serta  penyelenggaraan 

keamanan informasi dan persandian; 

6. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan 

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas  terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

j. Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan bidang infrastruktur dan teknologi. 

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Infrastruktur dan Teknologi 

menyelenggarakan fungsi : 

1. penyusunan rencana kerja Seksi ;  

2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang infrastruktur dan 

teknologi; 

3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang infrastruktur dan 

teknologi; 

4. pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster 

Recovery Center (DRC); 

5. pengembangan dan inovasi teknologi informasi dan komunikasi dalam 

implementasi e-Government; 

6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur 

dan teknologi informatika;  

7. pelaksanaan Government Cloud Computing;  

8. pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;  
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9. pelaksanaan filtering konten negatif;  

10. pelaksanaan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah; 

11. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang 

infrastruktur dan teknologi;   

12. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidanginfrastruktur dan 

teknologi 

13. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan 

14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 

tugas dan fungsinya 

k. Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan aplikasi. 

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pengembangan Aplikasimenyelenggarakan 

fungsi : 

1. penyusunan rencana kerja Seksi ;  

2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan aplikasi; 

3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan 

aplikasi; 

4. pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi; 

5. pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik; 

6. penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan, layanan 

recovery data dan informasi; 

7. pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan; 

8. pelaksanaan layanan interoperabilitas; 

9. pelaksanaan layanan interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan; 

10. pelaksanaan layanan pusat Application Programm Interface (API) daerah; 

11. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang 

pengembangan aplikasi; dan  

12. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidangpengembangan 

aplikasi; 

13. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan 

14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

l. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas menyiapkan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang layanan keamanan informasi, 

persandian dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah. 
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Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Keamanan Informasi dan Persandian 

menyelenggarakan fungsi : 

1. penyusunan rencana kerja Seksi ;  

2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang keamanan informasi dan 

persandian; 

3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang keamanan informasi 

dan persandian; 

4. pelaksanaan layanan monitoring trafik elektronik. 

5. penanganan insiden keamanan informasi dan persandian, 

6. pelaksanaan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah;  

7. pelaksanaan audit teknologi informasi computer; 

8. pelaksanaan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif; 

9. penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah; 

10. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan 

informasi milik pemerintah daerah; 

11. perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di 

lingkungan kabupaten; 

12. pengamanan terhadap kegiatan dan instalasi penting melalui kontra 

penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;  

13. pengelolaan Security Operation Center (SOC);   

14. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang keamanan 

informasi dan persandian; dan  

15. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidangkeamanan informasi 

dan persandian; 

16. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan 

17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

m. Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatikamempunyai 

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang 

pengembangan sumber daya komunikasi  dan informatika. 

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi  

dan Informatika menyelenggarakan fungsi : 

1. penyusunan rencana kerja Bidang; 

2. perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan statistik sektoral, kemitraan dan 

pengelolaan sumber daya telekomunikasi, serta tata kelola e-Government; 
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3. pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan statistik sektoral, kemitraan 

dan pengelolaan sumber daya telekomunikasi, serta tata kelola e-Government; 

4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penyelenggaraan statistik 

sektoral, kemitraan dan pengelolaan sumber daya telekomunikasi, serta tata 

kelola e-Government;  

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidangpenyelenggaraan 

statistik sektoral, kemitraan dan pengelolaan sumber daya telekomunikasi, 

serta tata kelola e-Government; 

6. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan 

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas  terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

n. Seksi Statistik dan Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan 

bahan perumusan dan  pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan statistik 

sektoral dan pelayanan informasi publik. 

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Statistik dan Pelayanan Informasi Publik 

menyelenggarakan fungsi : 

1. penyusunan rencana kerja Seksi ;  

2. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang statistik dan pelayanan 

informasi publik; 

3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang statistik dan pelayanan 

informasi publik; 

4. pelaksanaan statistik sektoral; 

5. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik; 

6. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang statistik 

dan pelayanan informasi publik;   

7. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidangstatistik dan 

pelayanan informasi publik; 

8. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan 

9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

o. Seksi Kemitraan dan Pengelolaan Sumber Daya Telekomunikasi mempunyai tugas 

menyiapkan bahan perumusan dan  pelaksanaan kebijakan bidang kemitraan dan 

pengelolaan sumber daya telekomunikasi. 

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Kemitraan dan Pengelolaan Sumber Daya 

Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi : 
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1. penyusunan rencana kerja Seksi ;  

2. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kemitraan dan pengelolaan 

sumber daya telekomunikasi; 

3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kemitraan dan pengelolaan 

sumber daya telekomunikasi; 

4. pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga 

komunikasi publik; 

5. pengembangan sumber daya komunikasi publik; 

6. pelayanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara 

negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan 

pemerintahan; 

7. penetapan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

pusat; 

8. pengelolaan domain dan sub domain pemerintah daerah; 

9. penetapan dan perubahan nama pejabat domain, nama domain dan sub 

domain, serta tata kelola nama domain, sub domain; 

10. peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website; 

11. peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang teknologi informasi 

komunikasi; 

12. peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Governmentdan 

Smart City; 

13. pelayanan implementasi e-Government dan Smart City; 

14. promosi pemanfaatan layanan Smart City; 

15. pelaksanaan verifikasi calon lokasi menara telekomunikasi; 

16. penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) menara telekomunikasi; 

17. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kemitraan 

dan pengelolaan sumber daya telekomunikasi; 

18. pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidangkemitraan dan 

pengelolaan sumber daya telekomunikasi; 

19. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan 

20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

p. Seksi Tata Kelola E-Goverment mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan 

dan  pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan Government Chief 

Information Officer (GCIO) dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City. 
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Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Tata Kelola E-Goverment 

menyelenggarakan fungsi : 

1. penyusunan rencana kerja Seksi ;  

2. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan Government 

Chief Information Officer (GCIO) dan penyelenggaraan ekosistem teknologi 

informasi dan komunikasi Smart City; 

3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan Government 

Chief Information Officer(GCIO) dan penyelenggaraan ekosistem teknologi 

informasi dan komunikasi Smart City; 

4. penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government; 

5. pengoordinasian kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas 

pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah; 

6. pelaksanaan layanan integrasi pengelolaan teknologi informasi komunikasi dan 

e-Government pemerintah; 

7. pengembangan Business Process Re-engineeringpelayanan di lingkungan 

pemerintahan dan non pemerintah;  

8. penyelenggaraan sistem informasi Smart City, layanan interaktif pemerintah 

dan masyarakat; 

9. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang 

penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) dan 

penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi Smart City;  

10. pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

bidangpenyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) dan 

penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi Smart City; 

11. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan 

12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

q. Pada Diskominfo dapat dibentuk UPT  untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis 

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

r. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakansesuai dengan 

keahlian dan kebutuhan; 

D. Keragaman SDM 

Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika 

dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mampu mengampu ketugasan bidang 

komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian. Dimana 
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tingkat kebrhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan tergantung dari 

kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang melksanakan ketugasan. 

Pada tahun 2018, sumber daya manusia yang ada di Dinas Komunikasi dan 

Informatika  meliputi: 

Tabel I.1 : 

Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul  

NO NAMA 
L 

NIP PANGKAT/GOL JABATAN 
P 

1 
Nugroho Eko 
Setyanto,S.Sos,MM 

L 197112301991011001 
Pembina TK I, 
IV/B 

Kepala Dinas Komunikasi 
dan Informatika  

2 Zain Arrifa'i,ST L 197708192010011010 
Penata Muda 
TK I, III/B 

Pranata Komputer Pertama 

3 
Nuraini Dwi 
Utami,S,Kom 

P 198601102010012026 
Penata Muda 
TK I, III/B 

Pranata Komputer Pertama 

4 Peni Nopiyah,A.Md P 198111302010012012 
Pengatur TK 
I,II/D 

Pranata Komputer 
Pelaksana 

5 
Fiyan Danu Wijaya, 
A.Md 

L 198801012010011004 
Pengatur TK 
I,II/D 

Pranata Komputer 
Pelaksana 

6 Imma Afifah,A.Md P 197905152010012013 
Pengatur TK 
I,II/D 

Pranata Komputer 
Pelaksana 

7 
Dian Mutiara Sri 
Rahmawati,SH,MM 

P 196911121996032003 Pembina , IV/a 

Sekretaris Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika  

8 Mulyatmi,SE P 196407311986072001 Penata Tk I, III/d 

Kepala Sub Bagian Umum 
dan Kepegawaian pada 
Sekretariat Dinas 
Komunikasi dan Informatika  

9 Rusjilah, S.AP P 196112241981102001 
Penata TK I, 
III/D 

Analis SDM Aparatur pada 
Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian 

10 Sudiman L 196809102007011012 
Pengatur 
Muda,II/A 

Pengadministrasi Umum 
pada Sub Bagian Umum 
dan Kepegawaian  
Diskominfo 

11 Sugeng Edy Pranata,SE L 196402111989081002 Penata Tk I,III/d 

Kepala Sub Bagian 
Program, Keuangan dan 
Aset pada Sekretariat Dinas 
Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Bantul 

12 
Endang 
Ismuningsih,S.TP,S.Pd 

P 196304021983022001 
Penata TK I, 
III/d 

Analis 
Program/Perencanaan pada 
Sub Bagian Program, 
Keuangan dan Aset 
Sekretariat Kominfo 

13 Aris Setyaningsih, A.Md P 197607032010012009 
Penata Muda , 
III/A 

Bendahara pada Sub 
Bagian Program,Keuangan 
dan Aset Sekretariat 
Diskominfo 
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14 Rujiyanto,S.IP L 197012101998031008 
Penata Muda , 
III/A 

Pengadministrasi Keuangan 
pada Sub Bagian 
Program,Keuangan dan 
Aset Sekretariat Dinas 
Kominfo 

15 Budiyanto L 198002292007011002 
Pengatur Muda 
Tk I,II/B 

Pengadministrasi Keuangan 
pada Sub Bagian 
Program,Keuangan dan 
Aset Sekretariat Dinas 
Kominfo 

16 Murtini,S.AP P 197105081992032005 Penata, III/c 
Kepala Seksi Pengelolaan 
Saluran Informadi Publik  

17 Wiwik Wibowo,S.P P 196802171999032001 
Penata 
Muda,III/a 

Analis Informasi pada Seksi 
Pengelolaan Saluran 
Informasi Publik Bidang 
Pengelolaan Informasi dan 
Saluran Komunikasi Publik 

18 Kodrat Untoro,S.Sos L 196705011998031006 
Penata TK  
I,III/D 

Kepala Seksi Produksi dan 
Informasi Publik pada 
Bidang Pengelolaan 
Informasi dan Saluran 
Komunikasi Publik  

19 Siti Zumaroh,SE P 196212061989032005 Penata,III/C 

Penyusun Informasi dan 
Penerangan pada Seksi 
Produksi Informasi Publik 
Bidang Pengelolaan 
Informasi dan Saluran 
Kimunikasi Publik Dinas 
Kominfo 

20 Sri Mulyani, SE P 196803201992032003 Penata Tk I,III/d 

Kepala Seksi Pengelolaan 
Informasi dan Aspirasi 
Publik pada Bidang 
Pengelolaan Informasi dan 
Saluran Komunikasi Publik  

21 Rachmanto, S.ST. P 197111041993031006 Penata ,III/c 

Analis Informasi pada seksi 
Pengelolaan Informasi dan 
Aspirasi Publik Bidang 
Pengelolaan Informasi dan 
Saluran Komunuikasi Publik 

22 Drs Sudaryanto L 196107161989031005 Pembina, IV/A 

Kepala Bidang 
Pengembangan Sumber 
Daya Komunikasi dan 
Informatika 

23 
R. Bimo 
Ariwibowo,S.Hut,MT 

L 196807111996031002 Pembina, IV/A 

Kepala Seksi Tata Kelola E-
Government pada Bidang 
Pengembangan Sumber 
Daya Komunikasi dan 
Informatika  

24 
Prabandari Retno 
Dewi,A.Md 

P 198003162010012011 
Penata 
Muda,III/a 

Penyusun Data dan 
Informasi pada Seksi Tata 
Kelola E-Government 
Bidang Pengembangan 
Sumber Daya Komunikasi 
dan Informatika Dinas 
Kominfo 

25 Ika Dewi Nuryulianti,ST P 198105162010012018 Penata, III/c 

Kepala Seksi Statistik dan 
Pelayanan Informasi Publik 
pada Bidang 
Pengembangan Sumber 
Daya Komunikasi dan 
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Informatika 

26 Jasimin P 196104171982031008 
Penata Muda , 
III/A 

Pengadministrasi Umum 
pada Seksi Produksi dan 
Reproduksi Informasi Publik 
Bidang Pengelolaan 
Informasi dan Saluran 
Komunikasi Publik  

27 
Agnes Maria Sri Rejeki, 
SH 

P 196402091989032003 
Penata TK  
I,III/D 

Kepala Seksi Kemitraan dan 
Pengelolaan Sumber Daya 
Telekomunikasi pada 
Bidang Pengembangan 
Sumber Daya Komunikasi 
dan Informatika  

28 Mudjijana,S.S.T L 197105231997031004 
Penata Muda Tk 
I,III/b 

Analis Penyuluhan dan 
Layanan Informasi pada 
Seksi Kemitraan dan 
Pengelolaan Sumber Daya 
Telekomunikasi Bidang 
Pengembangan Sumber 
Daya Komunikasi dan 
Informatika Dinas Kominfo 

29 Miza Zuda Nurlael,A.Ma L 198907022010011001 
Pengatur Tk I, 
II/d 

Pengelola Layanan 
Informasi pada Seksi 
Kemitraan dan Pengelolaan 
Sumber Daya  
Telekomunikasi Bidang 
Pengembangan Sumber 
Daya Komunikasi dan 
Informatika 

30 Kawuniningrum,ST.M.Cs P 197106261998032003 Pembina, IV/A 

Kepala Bidang 
Penyelenggaraan E-
Government dan 
Persandian  

31 Winartono,S,Sos L 197705121997121002 Penata ,III/c 

Kepala Seksi Keamanan 
Informasi dan Persandian 
pada Bidang 
Penyelenggaraan E-
Government dan 
Persandian  

32 Beni Wiyatno L 197103241997031006 
Penata Muda Tk 
I,III/b 

Operator Sandi dan 
Telekomunikasi pada Seksi 
Keamanan Informasi dan 
Persandian Bidang 
Penyelenggara E-
Government dan 
Persandian 

33 Muhajiri L 196107071985091001 
Penata Muda Tk 
I, III/b 

Operator Sandi dan 
Telekomunikasi pada Seksi 
Keamanan Informasi dan 
Persandian Bidang 
Penyelenggara E-
Government dan 
Persandian 

34 Supardi L 196404101989031015 
Pengatur Tk I, 
II/d 

Operator Komunikasi pada 
Seksi Keamanan Informasi 
dan Persandian Bidang 
Penyelenggara E-
Government dan 
Persandian 
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35 Sarjan L 196706072007011018 Pengatur, II/c 

Operator Komunikasi pada 
Seksi Keamanan Informasi 
dan Persandian Bidang 
Penyelenggara E-
Government dan 
Persandian  

36 Subarjo L 197005292007o11009 Pengatur, II/c 

Operator Komunikasi pada 
Seksi Keamanan Informasi 
dan Persandian Bidang 
Penyelenggara E-
Government dan 
Persandian  

37 Ida Sekarsari,ST,M.Eng P 198304082010012023 Penata, III/c 

Kepala Seksi 
Pengembangan Aplikasi 
pada Bidang 
Penyelenggaraan E-
Government dan 
Persandian  

38 Yan Arief Purwanto L 197702282006041014 
Pengatur Tk 
I,II/d 

Pengadministrasi Umum 
Pada Seksi Pengembangan 
Aplikasi Bidang 
Penyelenggaraan E-
Government 

39 
Machmud 
Murdiyanto,S.ST 

L 197501261995031001 Penata ,III/c 

Kepala Seksi Infrastruktur 
dan Teknologi pada Bidang 
Penyelenggaraan E-
Government dan 
Persandian  

40 Irfan Budi Santoso,S.ST L 198306242006041007 
Penata Tk I , 

III/b 

Penyusun Data dan 

Informadi pada  Seksi 

Infrastruktur dan Teknologi 

pada Bidang 

Penyelenggaraan E-

Government dan 

Persandian  

Berdasarkan jumlah ASN menurut data per Januari 2019 dapat diperoleh 

kondisi dan data selengkapnya sebagai berikut : 

1. ASN sebanyak 40 orang; 

2. Tenaga kontrak  sebanyak 11 orang; dan 

3. Tenaga Kebersihan sebanyak 1 orang. 

a. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan 

Tabel I.2 Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan 

NO PENDIDIKAN JUMLAH 

1 SD 0 

2 SMP 0 

3 SMA/SMK 9 

4 DI 0 

5 D2 0 

6 D3 5 

7 D4/S1 22 

8 S2 4 

JUMLAH 40 

Sumber : Diskominfo, 2018 
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Komposi Sumber Daya Manusia yang mampu mengampu 

ketugasan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang 

persandian berdasarkan tingkat pendidikan pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika disajikan dalam grafik sebagai berikut : 

 

Gambar I.1 

Grafik jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan 

 

b. Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan 

Tabel I.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan 

NO GOLONGAN JUMLAH 

1 GOLONGAN I 0 

2 GOLONGAN II 9 

3 GOLONGAN III 26 

4 GOLONGAN IV 5 

JUMLAH 40 

Sumber : Diskominfo, 2018 

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan 

seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam 

rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar 

penggajian. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas 

prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara, 

serta sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih 

meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Jumlah pegawai 

berdasarkan kepangkatan dan golongan pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika di sajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut : 

 

 



20 
 

 
Gambar I.2 

Grafik jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan 

 

c. Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan staf 

Tabel I.4 Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf 

NO Jabatan JUMLAH 

1 ESELON II 1 

2 ESELON III A 1 

3 ESELON III B 3 

4 ESELON IV A 11 

5 STAFF 24 

JUMLAH 40 

Sumber : Diskominfo, 2018 

Eselon adalah tingkat jabatan struktural, eselon tertinggi sampai 

dengan Eselon terendah dan jenjang pangkat untuk setiap eselon 

sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah + Nomor 13 Tahun 

2002. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Jumlah pegawai yang 

menduduki eselon dan staf di sajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut 

: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I.3 

Grafik jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan 
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d. Komposisi SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Menurut Jenis 

Kelamin 

Tabel I.5 Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf 

NO Jabatan JUMLAH 

1 LAKI-LAKI 24 

2 PEREMPUAN 16 

JUMLAH 40 
Sumber : Diskominfo, 2018 

Komposi Sumber Daya Manusia yang mampu mengampu 

ketugasan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang 

persandian berdasarkan Jenis Kelamin pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika disajikan dalam grafik sebagai berikut : 

 

 
Gambar I.4 

Grafik Komposisi SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Menurut Jenis 

Kelamin 
 

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika hanya akan  terwujud apabila  

didukung oleh aparatur yang handal dan profesional. Demikian penting dan 

strategisnya peran pegawai menuntut diselenggarakannya manajemen sumber 

daya manusia secara baik, tepat dan terarah sehingga mereka dapat 

memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Dinas Komunikasi 

dan Informatika. Semua pegawai jangan sampai menjadi ancaman bagi Dinas 

Komunikasi dan Informatika, karena bisa menjadi sumber penyebab terjadinya 

pemborosan dan inefesiensi 

 

E. Isu Strategis 

Identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan digunakan untuk 

menentukan program dan kegiatan fungsi pelayanan SKPD  yang tepat sebagai 

solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.  Identifikasi dengan menggunakan 
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kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan 

yang secara faktual dihadapi dalam pelayanan kepada masyarakat. Kriteria 

yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat 

adalah:  

1.  Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal 

yang   harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan karena 

dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang  

2.  Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak 

diantisipasi  akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu 

kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan 

peluang untuk meningkatkan kualitas layanan 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan 

Informatika mengambil  isu-isu strategissebagai berikut:: 

1. Permasalahan komunikasi dan Informatika : terbatasnya infrastruktur TIK, 

belum adanya regulasi pengembangan e-government dan master Plan IT 

yang mendukung Bantul Smart City , juga belum meratanya sistem jaringan 

komunikasi 

2. Permasalahan Statistik :tata kelola data yang belum baik,Sistem informasi dan 

databa sebelum saling terintegrasi 

3. Permasalahan  persandian :  kurangnya SDM teknis pengamanan informasi, 

kurangnyakesadaran untuk mengamankaninformasi,belumditerapkannya 

Standar Nasional ManajemenKemanananInformasi 
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BAB II  

PERENCANAAN KINERJA 

A. Rencana Strategis  

1. Visi dan Misi 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan 

turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. 

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika  memuat  gambaran  keadaan  yang  

ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan  dalam bentuk 

pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 

tahun kedepan 2016-2021. 

1. Pernyataan Visi  

Visi Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan gambaran spesifik tentang apa 

yang ingin dicapai oleh Pimpinan Daerah. Kemudian berdasarkan visi dan misi 

tersebut dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta 

indikator-indikatornya. Adapun Visi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021  

adalah:  

 

 

 

 

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat 

Kabupaten Bantul yang meliputi  6 unsur utama yaitu: 

a. Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan 

jasmani, rohani dan sosial.  

b. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan 

intelektual, emosional dan spiritual.  

c. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, 

memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam 

kehidupan sosial.  

d. Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling 

menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.  

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan 

sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan 

kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 
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e. Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa 

patriotisme cita tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama 

mewujudkan pembangunan.  

f. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, 

menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama. 

Dari enam visi tersebut, unsur cerdas merupakan unsur yang terkait dengan 

tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 

yang dimanifestasikan dalam Konsep Bantul Smart City, guna mendukung 

terwujudnya masyarakat yang berkualitas. 

 

2. Pernyataan MISI:  

Dalam Peraturan Bupati No. 80 Tahun 2017 tentang RPJMD, terdapat  5 misi 

yang merupakan penjabaran dari Visi Kabupaten Bantul, Yaitu:  

1.  Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan 

bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi   

2.  Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil 

dan berkepribadian luhur   

3.  Mewujudkan kesejahteraan masyarakat  difokuskan pada percepatan 

pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan   

4.  Meningkatkan  kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, 

pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian 

lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana   

5.  Meningkatkan  tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, 

aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.  

Misi pertama, Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien 

dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi, merupakan 

cascade dari Bupati kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.Misi ini 

bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas 

KK. Sasaran ini dapat diukur dari  Indeks Tata Kelola Pemerintahan 

(Indonesian Governance Index/IGI) 

Terdapat 2 langkah strategis untuk mewujudkan dari pernyataan visi pertama 

tersebut yaitu melalui : 
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a. Bantul Smart City, yang mempunyai makna sebagai berikut : 

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu Organisasi 

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan komunikasi dan infomatika 

berupaya untuk dapat membangun Bantul sebagai Kota Cerdas (Bantul 

Smart City). Bantul sebagai kota cerdas (Smart City) adalah membangun 

dan menata Kabupaten Bantul dengan konsep penataan dengan teknologi 

digital untuk meningkatkan peforma dan kesejahteraan masyarakat Bantul, 

dengan mengurangi biaya dan konsumsi sumber daya dan berinteraksi 

secara lebih efektif dengan penduduk Bantul. 

Adapun masing-masing komponen ditempuh dengan upaya kunci 

sektor-sektor ‘cerdas’ melibatkan layanan kesehatan, layanan 

pendidikan, peningkatan pariwisata, transportasi, energi, pengelolaan 

air, ekonomi dan pengelolaan lingkungan/limbah. Mampu untuk 

memberikan respon yang cepat kepada tantangan-tantangan yang 

terdapat dalam Kabupaten Bantul dengan hubungan ‘transaksional’ 

sederhana dengan para penduduk atau masyarakatnya melalui tantangan 

perubahan iklim, penstrukturan ulang sektor ekonomi, online retail & 

entertainment, dan lain sebagainya. 

b. Masyarakat yang berkualitas, yang mempunyai makna sebagai berikut: 

Masyarakat yang berkualitas adalah masyarakat yang mampu 

menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung dan 

berkembang. Seluruh anggotanya mampu mengetahui kebutuhan dalam 

menjalankan proses kehidupan dan selanjutnya mampu memenuhi 

kebutuhan tersebut dengan tidak meninggalkan norma norma beragama 

dan bersosial pada situasi dan kondisi yang berlangsung.Pada era 

globalisasi saat ini perkembangan teknologi sangat pesat menuntut 

manusia disekitarnya untuk berpacu mampu mengikuti dan menyesuaikan 

diri demi tidak pada posisi ketertinggalan. 

1. Tujuan dan Sasaran 

2.1 Tujuan  

Mengacu pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka 

menengah selama 5 tahun adalah :  

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, 

transparan dan akuntabel 
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2. Meningkatkan kualitas layanan Publik guna mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) 

Sasaran Strategis Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-

sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima 

tahun sebagai berikut: 

1. Meningkatnya Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi 

berbasis teknologi sesuai standar 

2. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan 

informasi publik 

 

Tabel Error! No text of specified style in document..1 
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran  

Visi  :  “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, 

cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, 

dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI)” 

Misi Tujuan Sasaran 
Indikator Sasaran/ 

IKU 

1. Meningkatkan 
tata kelola 
pemerintahan 
yg baik, 
efektif, efisien 
dan bebas 
dari KKN 
melalui 
percepatan 
reformasi 
birokrasi 

Terwujudnya 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
yang efektif, 
efisien, transparan 
dan akuntabel 

Meningkatnya 
Penyelenggaraan 
sistem informasi 
dan komunikasi 
berbasis teknologi 
sesuai standar 

Prosentase 
berkembangnya 
layanan Digital 
Government Service 
(DGS) 

Meningkatkan 
kualitas layanan 
Publik guna 
mewujudkan Tata 
Kelola 
Pemerintahan 
Yang Baik (Good 
Governance) 

Meningkatnya 
indeks kepuasan 
masyarakat 
terhadap 
penyelenggaraan 
informasi publik 

Index kualitas layanan 
informasi publik 

 

2. Kebijakan, Strategi dan Program 

kebijakan dan Strategi merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang 

bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan 

efektif dan efisien. kebijakan dan Strategi pembangunan Kabupaten Bantul disusun 

untuk menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bagi seluruh OPD lingkup 
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pemerintah Kabupaten Bantul, serta acuan bagi stakeholders terkait dalam 

partisipasi aktif pembangunan melalui spirit Makarya Mbangun Deso. 

Misi 1 

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari 

KKN melalui percepatan reformasi birokrasi 

Kebijakan  

Kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi ini adalah: 

1. Peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan yang transparan 

dan ,akuntabel dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang 

terintegrasi secara optimal; 

2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi kerja dan pelayanan 

publik;  

3. Peningkatan pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju 

keterbukaan informasi publik 

 

Strategi 

 Memberi dukungan penyediaan infrastruktur dan fasilitas Tehnologi Informasi 

bagi ketersediaan dan penyebaran informasi publik. 

 

Program  

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 

2. Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi 

3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi 

4. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media 
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Tabel Error! No text of specified style in document..2 
Strategi dan Kebijakan Dinas Komuniasi dan Informatika 

Visi  :  Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan 

reformasi birokrasi 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan 

reformasi birokrasi 

 Meningkatnya 
Penyelenggaraan sistem 
informasi dan komunikasi 
berbasis teknologi sesuai 
standar 

Memberi dukungan penyediaan 
infrastruktur dan fasilitas Tehnologi 
Informasi bagi ketersediaan dan 
penyebaran informasi publik. 

1. Peningkatan efisiensi dan 
efektifitas tata kelola 
pemerintahan yang transparan 
dan ,akuntabel dengan 
pemanfaatan teknologi 
informasi dan komunikasi yang 
terintegrasi secara optimal; 

2. Peningkatan pemanfaatan 
teknologi informasi dan inovasi 
kerja dan pelayanan publik;  
 

Meningkatnya indeks 
kepuasan masyarakat 
terhadap penyelenggaraan 
informasi publik 

Memfungsikan peran humas 
sebagai media penyebarluasan 
informasi kegiatan dan kebijakan 
Pemerintah Daerah kepada 
masyarakat secara obyektif. 

 1.   Peningkatan akses informasi 
aktvitas Pemda melalui 
berbagai macam media. 

 2.   Peningkatan pelayanan 
informasi publik dan partisipasi 
masyarakat menuju 
keterbukaan informasi publik 
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Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka 

dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang 

dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan 

dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Komunikasi dan 

Informatika sebagai berikut : 

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 

2. Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi 

3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi 

4. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian 

dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Komuniasi dan 

Informatika mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (outcome) 

berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi 

organisasi.  

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari 

pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan 

untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. 

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut : 

Tabel Error! No text of specified style in document..3 Sasaran Strategis dan 

Indikator Kinerja Utama 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

1 Meningkatnya Penyelenggaraan 

sistem informasi dan komunikasi 

berbasis teknologi sesuai standar 

Prosentase berkembangnya layanan 

Digital Government Service (DGS) 

2 Meningkatnya indeks kepuasan 

masyarakat terhadap 

penyelenggaraan informasi publik 

Index kualitas layanan informasi publik 

Sumber : Diskominfo, 2018
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A. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan 

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi 

yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja 

Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang disusun sesuai 

dengan Rencana Strategis Dinas Komuniasi dan Informatika  Tahun 2016 – 

2021.  

Sejak tahun 2017 Dinas Komuniasi dan Informatika melakukan cascade down 

Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator 

kinerja program (cascading eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja 

kegiatan (cascading eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id, 

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta 

target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan dengan 

mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2018, IKU dan APBD. Dinas 

Komuniasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK 

Tahun 2018 sebagai berikut : 
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C.  Program untuk Pencapaian Sasaran  

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah 

ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan 

secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas 

Komuniasi dan Informatika. Adapun program-program yang mendukung masing-

masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut : 

Tabel Error! No text of specified style in document..4 Program Untuk 
PencapaianSasaranTahun2018 

No Sasaran Strategis Didukung Jumlah Program 

1. Meningkatnya Penyelenggaraan sistem 

informasi dan komunikasi berbasis teknologi 

sesuai standar 

1. Program Pengembangan 

Komunikasi, Informasi 

Dan Media Massa 

2. Program Fasilitasi 

Peningkatan SDM Bidang 

Komunikasi Dan Informasi  

2. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat 

terhadap penyelenggaraan informasi publik 

1. Program Kerjasama 

Informasi Dengan Mas 

Media  

2. Program Pengkajian Dan 

Penelitian Bidang 

Informasi Dan Komunikasi 

Sumber :Diskominfo, 2018 
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BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari 

pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang 

sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja 

adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan 

sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan 

perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. 

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip Good Governance di mana salah 

satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah 

instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan 

layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena 

itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian 

penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik 

telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini 

adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang 

kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel 

berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam 

penyusunan Laporan Kinerja ini.   

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 

No 
Interval Nilai Realisasi 

Kinerja 

Kriteria Penilaian 

Realisasi Kinerja 
Kode 

1 ≥ 90,1 Sangat Tinggi  

2 75,1 ≤ 90 Tinggi   

3 65,1 ≤ 75 Sedang   

4 50,1 ≤ 65 Rendah   
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5 ≤ 50 Sangat Rendah  

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017 

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 

Secara umum Dinas Komuniasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah 

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komuniasi dan Informatika 

Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran 

strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara 

target kinerja dengan realisasi kinerja.  

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komuniasi dan Informatika 

Kabupaten Bantul Tahun 2018 sebagai berikut : 

TabelII.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 

No Indikator Kinerja Utama 

2018 

Target Realisasi 
%  

Realisasi 

1 Persentase SKPD yang menerapkan 

Layanan unggulan Digital Government 

Service (DGS) 

75 77.70 103% 

2 Index kualitas layanan informasi publik 77 75.33 98% 

Sumber :Diskominfo, 2018 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Capaian indikator kinerja 

utama Dinas Komuniasi dan InformatikaTahun 2018, disimpulkan bahwa seluruh 

indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi dengan rata-rata capaian sebesar 

100.5 %.  

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan 

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang 

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komuniasi dan 

InformatikaKabupaten Bantul. Pengukuran ini merupakan hasil dari suatu 

penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja 

kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. 

Strategi pencapaian visi dan misi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja tahun 

2018 ini adalah berdasarkan kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan oleh 

Dinas Dinas Komuniasi dan Informatika Kabupaten Bantul.  
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Penetapan indikator kinerja adalah berdasarkan kebijaksanaan, program, 

dan kegiatan yang sesungguhnya dalam masa Januari sampai dengan 

Desember 2018. Dari penetapan strategi yang ingin dicapai berdasarkan visi 

dan misi Dinas Komuniasi dan Informatika Kabupaten Bantul dan setelah 

diidentifikasi ke berbagai komponen indikator, ditemukan bahwa kegiatan tahun 

2017 sebagian besar meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu input, output dan 

outcome. 

Pengukuran indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan 

akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi 

kinerja dengan rumus sebagai berikut : 

Capaian Indikator Kinerja = Realisasi/Rencana *100% 

1. Capaian Indikator Kinerja Utama 

Dinas komunikasi dan nformatika kabupaten bantul mempunyai 2 indikator 

kinerja utama yaitu : 

1. Persentase SKPD yang menerapkan Layanan unggulan Digital 

Government Service (DGS)  

2. Index kualitas layanan informasi public 
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1. Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan sistem informasi dan 

komunikasi berbasis teknologi sesuai standar 

Terciptanya kota cerdas (Smart City) merupakan idaman dan impian bagi 

Pemerintah Kabupaten dan Kota. Kota Cerdas merupakan tatanan 

pengelolaan pemerintahan daerah yang menggunakan teknologi digital untuk 

meningkatkan performa dan kesejahteraan, mengurangi biaya dan pemakaian 

konsumsi sumber daya serta untuk lebih terlibat lebih aktif dan efektif dengan 

warganya. Kota cerdas ekonomi, yaitu kota yang ditopang oleh perekonomian 

yang baik dengan memaksimalkan sumber daya atau potensi kota termasuk 

layanan Teknologi Informasi Komunikasi, tata kelola dan peran sumber daya 

manusia yang baik. Kota cerdas secara sosial apabila masyarakatnya 

memiliki keamanan, kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan interaksi 

sosial dengan sesama masyarakat ataupun dengan pemerintah. Sedangkan 

kota cerdas lingkungan apabila warganya memiliki tempat tinggal yang layak 

huni , sehat, hemat dalam penggunaan energi serta pengelolaan energi 

dengan dukungan layanan Teknologi Informasi Komunikasi, pengelolaan dan 

peran sumber daya manusia yang baik. 

Pemerintah Kabupaten Bantul mencanangkan bahwa “e-Government 

merupakan salah satu pengungkit percepatan reformasi birokrasi”. Melalui e-

Government akan menjamin terjalinnya hubungan yang efektif, efisien, 

akuntabel, bersih dan transparan antara Pemerintah dengan Pemerintah 

Daerah antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dengan masyarakat 

serta Pemerintah Daerah dengan pelaku bisnis. Terjalinnya sistem yang baik 

antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat tersebut merupakan salah 

satu modal utama dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik atau “good 

governance” untuk menuju terciptanya Bantul Smart City. 

Dalam upaya meningkatkan tata kelola pada bidang komunikasi dan 

informatika, persandian dan statistik Dinas Komunikasi dan Informatika telah 

memanfaatkan teknologi informasi yang didukung dengan berbagai peralatan 

berupa sarana prasarana yang melengkapi warehouse data (Network 

Operational Center),  jaringan LAN, jaringan WAN, ruang pelatihan dan 

perangkat komputer beserta perlengkapannya.  
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Tabel Error! No text of specified style in document..3 Rencana dan Realisasi 
Capaian Sasaran  

Meningkatnya Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi 
berbasis teknologi sesuai standar 

No 
Indikator Kinerja 

Utama 

Capaian 

2017 

2018 Target 

Akhir 

Renstra 

(2021) 

Capaian 

s/d 2018 

terhadap 

2021 (%) 

Target Realisasi
% 

Realisasi 

1. Persentase SKPD 

yang menerapkan 

Layanan unggulan 

Digital Government 

Service (DGS) 

70.33 75 77.70 103 90 86% 

Sumber : diskominfo , 2018 

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. 

Target yang ditetapkan tahun 2018 adalah 75, realisasi sebesar 77.70, 

tercapai 103% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan 

realisasi  tahun sebelumnya sebesar 70.33 atau tercapai sebesar 100%, 

maka capaian tahun 2018 meningkat sebesar 3% 

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 90% Capaian 

tahun 2018 ini telah menyumbangkan 14% dari target akhir Renstra tahun 

2021. 

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya 

Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi sesuai 

standar dari tahun pelaksanaan 2018- 2018, dan Tahun akhir renstra 2021 

disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut : 
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GAMBAR III.1 
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran IKU Pertama 

Dinas Komunikasi Dan Informatika 

 

Dari grafik diatas terlihat, indikator kinerja sudah on the track 

mendekati rencana kerja yang ingin di capai di tahun akhir renstra tahun 

2021. 

Nilai capaian indikator Persentase OPD yang menerapkan Layanan 

unggulan Digital Government Service (DGS) diukur dengan cara menghitung 

jumlah kumulatif dari 4 unsur penilaian, yaitu: 

 

a) Unsur Infrastruktur dengan formula=   

 

     Realisasi 2018 =  

 

 

 

b) Bobot unsur aplikasi dengan rumus :  

 

 

Realisasi pengembangan aplikasi 2018 = 

 

 

c) Bobot unsur SDM dihitung dengan rumus :  

Jumlah OPD yang terkoneksi 

Target  OPD 

165 

              X 100% = 81,70% 

202 

Jumlah Aplikasi terbangun 

Kebutuhan Aplikasi dasar 

63 

         X 100% = 94,02% 

67 

Jumlah SDM berbasis IT 

                                             X 100% 

Kebutuhan SDM IT  
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Realisasi Peningkatan SDM =  

 

 

d) Bobot Unsur Regulasi dihitung dengan rumus  = 

 

 

Realisasi penyusunan regulasi  = 

Nilai rata-rata dari keempat unsure tersebut adalah 

(81,70+94,02+35,10+100) = 310,82/4 =77,70% 

Permasalahan: 

Terkait dengan Permasalahan indikator Digital Government Service (DGS) ini, 

masih banyak infrastruktur penunjang yang harus dipenuhi guna mewujudkan 

Bantul Smart City. Diantaranya adalah  : 

1. Rencana pembangunan Ruang Pengoperasian, monitor dan CCTV yang 

terkoneksi secara terintegrasi dalam sebuah ruang (Bantul Comand 

Center) masih terkendala biaya. 

2. Sulitnya mengintegrasikan data dari beberapa OPD, karena kendala 

regulasi yang belum menyesuaikan dengan paradigma baru dan tuntutan 

teknologi informasi. 

3. Banyaknya gangguan koneksi jaringan karena cuaca dan faktor manusia 

(contoh pembangunan jalan jaringan irigasi dan Jaringan air minum 

menggunakan excavator 

Solusi :  

1. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka dilakukan 

perencnaan penganggaran secara bertahap sesuai kemampuan APBD. 

2. Beberapa OPD telah melakukan pengintegrasian data dengan otorisasi 

penggunaan secara khusus. 

3. Untuk mengantisipasi gangguan koneksi tersebut dilakukan pencadangan 

jaringan (double track) dan menyiapsiagakan tim On Call 

1053 

                    X 100% = 35,10% 

3000  

Jml Regulasi yg ada 

                                     X 100% 

Jml yg harus ada 

   2 

                  X 100,% 

   2 
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Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan Persentase OPD yang 

menerapkan Layanan unggulan Digital Government Service (DGS) yang 

akan dilaksanakan sebagai berikut : 

a. Meningkatkan optimalisasi fungsi infrastruktur jaringan 

b. Memprioritaskan titik-titik pelayanan yang paling maksimal manfaatnya. 

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang 

dilakukan terkait peningkatan Meningkatnya Penyelenggaraan sistem 

informasi dan komunikasi berbasis teknologi sesuai standar Pada tahun 2018, 

program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program 

sebagai berikut : 

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 

Kegiatan :  

a. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 

b. Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan 

informasi 

c. Pengkajian dan Pengembangan sistem informasiPerencanaan dan  

d. Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi 

e. Pengendalian Sistem Keamanan Informasi 

2. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi 

Kegiatan : Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 

2. Sasaran Index kualitas layanan informasi publik 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang 

tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara 

kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan 

dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara 

harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat 

kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan 

kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. 

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja 

dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang 

lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. 

Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi 

kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga 

dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang 
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dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.Sampai dengan akhir Tahun 

2018 diperoleh hasil dari Rekanan yang melakukan survey Indeks Kualitas 

Layanan Informasi dan Komunikasi dengan kesimpulan angka sebesar 75,33 

dengan kategori “B” Baik.  

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam 

Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, yang kemudian 

dikembangkan menjadi 14 unsur yang “relevan”, “valid” dan “reliabel”, sebagai 

unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan 

masyarakat adalah sebagai berikut:  

a) Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;  

b) Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang 

diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;  

c) Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang 

memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung 

jawabnya);  

d) Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam 

memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai 

ketentuan yang berlaku;  

e) Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan 

tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian 

pelayanan;  

f) Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang 

dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada 

masyarakat;  

g) Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam 

waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;  

h) Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan 

tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;  

i) Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta 

saling menghargai dan menghormati;  
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j) Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap 

besamya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;  

k) Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan 

dengan biaya yang telah ditetapkan;  

l) Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan;  

m) Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang 

bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada 

penerima pelayanan;  

n) Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit 

penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga 

masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap 

resiko‑resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan. 

 

Tabel Error! No text of specified style in document..4 Rencana dan Realisasi 
Capaian Sasaran  

Meningkatnya Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi berbasis 
teknologi sesuai standar 

No 
Indikator Kinerja 

Utama 

Capaian 

2017 

2018 Target 

Akhir 

Renstra 

(2021) 

Capaian 

s/d 2018 

terhadap 

2021 (%) 

Target Realisasi
% 

Realisasi 

1. Index kualitas 

layanan informasi 

publik 

75,23 77 75.33 98 % 85 89 

Sumber : diskominfo, 2018 

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target 

yang ditetapkan tahun 2018 adalah 77 realisasi sebesar 75.33 tercapai 98% atau 

bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi  tahun sebelumnya 

sebesar 75,23 atau tercapai sebesar 107%, maka capaian tahun 2018 menurun 

sebesar 10% 
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GAMBAR III.2 
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran IKU Kedua 

Dinas Komunikasi dan Informatika 
 

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) dengan nilai Index kualitas layanan 

informasi public 85,  Capaian tahun 2018 ini telah menyumbangkan 11% dari target 

akhir Renstra tahun 2021. 

Unsur-unsur yang mempengaruhi nilai indeks kualitas layanan informasi dan 

komunikasi diantaranya adalah: 

1. Prosedur layanan 

2. Persyaratan layanan 

3. Kejelasan petugas layanan 

4. Disiplin petugas 

5. Tanggung jawab petugas layanan 

6. Kemampuan petugas layanan 

7. Kecepatan layanan 

8. Keadilan layanan 

9. Kesopanan dan keramahan layanan 

10. Kewajaran biaya layanan 

11. Kepastian biaya layanan 

12. Kepastian jadwal layanan 

13. Kenyamanan lingkungan 

14. Keamanan layanan 
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Adapun saluran informasi dan komunikasi yang digunakan dan dinilai 

meliputi: 

1. Website bantulkab.go.id 

2. SMS center  Bpati 

3. Facebook Pemkab Bantul 

4. Buletin Sejada 

5. Siaran Taman Gabusan TVRI Yogyakarta 

6. Siaran Wedang Ronde Adi TV 

7. Siaran RRI “Bantul Menyapa” 

8. Siaran Radio Persatuan Bantul “ Silaturahmi Bupati” 

9. Advetorial 

10. Pariwara 

11. Iklan Layanan Masyarakat 

12. E-Lapor Bantol berbasis Android 

13. Bantul Expo 

14. Kelompok Informasi Masyarakat 

15. Bantul TV 

16. PPID 

Permasalahan : 

1. Terkait dengan pelayanan informasi dan komunikasi, khususnya dalam 

pelayanan informasi dan penyediaan dokumentasi kepada masyarakat 

diperlukan desk dan petugas layanan, agar dapat menambah 

kepuasan dan kualitas layanan. 

2. Penanganan informasi yang layak saji, gangguan keamanan informasi 

dan dokumen serta informasi yang dikecualikan sering terkendala oleh 

keterbatasan kewenangan dan regulasi. 

Solusi : 

1. Masalah keterbatasan SDM dan sarana, sementara mengoptimalkan 

SDM dan sarana yang ada. 

2. Untuk memfilter informasi dan dokumen berbasis IT, bekerjasama 

dengan Badan Siber dan Sandi Negara 

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan Index kualitas layanan 

informasi publik yang akan dilaksanakan sebagai berikut : 
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a. Mengevaluasi secara periodik proses dan prosedur pelayanan 

informasi publik. 

b. Meminta tanggapan, umpan balik (feed back) atas pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat, sebagai bagian dari wistle blower 

system. 

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang 

dilakukan terkait peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap 

penyelenggaraan informasi publik Pada tahun 2018, program yang 

dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut : 

1. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi 

Kegiatan :  

a. Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 

b. Pemberdayaan KID dan PPID 

c. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat 

(KIM) 

2. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media  

Kegiatan : 

a. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 

b. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

Dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan tersebut dan dengan didukung 

oleh aparatur yang mempunyai komitmen, kemampuan dan kompetensi teknis yang 

memadai diharapkan dapat menekan terjadinya pelanggaran lalu lintas sehingga 

dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menurunkan angka 

kecelakaan lalu lintas dan pada akhirnya dapat meningkatkan keselamatan lalu 

lintas. 

 

3. Capaian Indikator Kinerja program 

Berdasarkan  pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bantul 2016 – 2021, realisasi 

capaian kinerja program yang tercantum dalam dokumen tersebut meliputi : 

No. Program Indikator Kinerja Satuan 
Target 

Tahunan 
Realisasi   % Ket. 

1 

Program 
Pengembangan 
Komunikasi, 
Informasi dan 

Persentase 
perluasan 

infrastruktur 
jaringan 

% 72 76,5 106,25  
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Media Massa Persentase 
pembangunan 

pusat data 
(warehouse data) 

% 50 70 140  

2 

Program 
Fasilitasi 
Peningkatan 
SDM Bidang 
Komunikasi dan 
Informasi 

Persentase SDM 
yang memiliki 

pengetahuan dan 
keterampilan 
berbasis TI 

% 47 35,1 74,68  

3 

Program 
pengkajian dan 
penelitian 
bidang informasi 
dan komunikasi 

Prosentase 
peningkatan tata 

kelola sistem 
informasi dan 
layanan publik 

% 65 65 100  

4 

Program 
Kerjasama 
Informasi 
dengan Mas 
Media 

Persentase 
peningkatan 
sosialisasi 

pembangunan 
pemerintah daerah 

% 67 67 100  

5 

Program 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Nilai AKIP 
(Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 
Pemerintah) 

angka 82 81.33 99  

6 

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
pemenuhan sarana 

dan prasarana 
aparatur 

% 90 97 107  

7 

Program 
Peningkatan 
Pengembangan 
Sitem Pelaporan 
Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

Nilai Evaluasi 
Kinerja 

angka 75    

Sumber : diskominfo, 2018 

 

 

4. Capaian indicator kegiatan 

Berdasarkan  pelaksanaan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Bantul 2016 – 2021, realisasi capaian kinerja program yang 

tercantum dalam dokumen tersebut meliputi : 

N
o. 

Program Indikator Kinerja Satuan 
Target 

Tahunan 
Realisasi    % Ket. 

1 
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media 
Massa 

   

 Kegiatan Pemeliharaan bln 12 12 100  
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Pembinaan dan 
Pengembangan 
Jaringan 
Komunikasi dan 
Informasi 

jaringan LAN 

Perancangan 
Pembangunan 
backbone 

dok 1 1 100  

Peningkatan 
kapasitas jaringan 
internet dan 
internet 

keg 1 1 100  

Pembangunan 
jaringan backbone 

km 53 53 100  

 

Kegiatan 
Pembinaan dan 
Pengembangan 
sumber daya 
komunikasi dan 
informasi 

Peningkatan 
kapasitas jaringan 
WAN 

bln 12 12 100  

Peningkatan 
kapasitas 
warehouse data 

terrabyt
e 

48 48 100  

Layanan Bandwith bln 12 12 100  

Jumlah peralatan 
dan mesin - 
pengadaan 
peralatan komputer 
mainframe 

paket 3 3 100  

 

Kegiatan 
Pengkajian dan 
Pengembangan 
sistem informasi 

Peningkatan 
layanan DGS 
Kesehatan 

bln 12 12 100  

Workshop 
pengembangan 
Sistem informasi 

keg 2 2 100  

Peningkatan 
kapasitas building 
teknis 

kali 3 3 100  

Pembuatan 
Aplikasi / Software 

aplikasi 4 4 100  

 

Kegiatan 
Perencanaan 
dan 
Pengembangan 
Kebijakan 
Komunikasi dan 
Informasi 

Penyusunan 
dokumen peraturan 

peratur
an 

2 2 100  

Sosialisasi 
dokumen peraturan 

kali 1 1 100  

 

Kegiatan 
Pengendalian 
Sistem 
Keamanan 
Informasi 

Sosialisasi 
Kemanan Informasi 

kali 1 1 100  

Pelaksanaan 
kegiatan sterilisasi  

ruanga
n 

1 1 100  

Pemeliharaan 
Jaringan 
telekomunikasi 

bln 12 12 100  

Penyediaan 
Layanan 

ISR 2 2 100  



 

49 
 

Frekusensi Radio 

jumlah Peralatan 
dan Mesin - 
Pengadaan 
Komputer 

Paket 1 1 100  

jumlah Peralatan 
dan Mesin - 
Pengadaan Alat 
Komunikasi 
Telephone 

Paket 1 1 100  

  

jumlah Peralatan 
dan Mesin - 
Pengadaan Alat 
Bantu Kemanan 

Paket 1 1 100  

2 

Program 
Fasilitasi 
Peningkatan 
SDM Bidang 
Komunikasi dan 
Informasi 

Pelatihan SDM 
bidang TI 

Kali 2 2 100  

Peserta pelatihan 
bidang TI 

Org 204 204 100  

3 

Program pengkajian dan penelitian bidang 

informasi dan komunikasi 
    

Kegiatan 
Pengkajian dan 
Penelitian 
Bidang 
Informasi dan 
Komunikasi 

Jml sosialisasi 
perbub lapor bantul 

Kali 1 1 100  

Jml sosialisasi 
perbub SID 

Kali 1 1 100  

 
Kegiatan 
Pemberdayaan 
KID dan PPID 

Jml sosialisasi 
Keterbukaan 
Informasi Publik 
Desa (KIP) 

Kec. 17 17 100  

Forum PPID Kali 5 5 100  

Data Sektoral Kab. 
Bantul 

Dok 1 1 100  

 

Kegiatan 
Pengembangan 
dan 
Pemberdayaan 
Kelompok 
Informasi 
Masyarakat 
(KIM) 

Jml. sosialisasi 
kelompok informasi 
masyarakat 

Kali 17 17 100  

Jml sosialisasi 
forum KIM 

Kali 4 4 100  

Jml. publikasi 
Pertunjukan rakyat 

Kali 18 18 100  

Jml pemantauan 
menara 
telekomunikasi 

Kali 200 200 100  

Motor Trail untuk 
Pemantauan 
Menara 

unit 1 1 100  

4 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media     
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Kegiatan 
Penyebarluasan 
Informasi 
Pembangunan 
Daerah 

Jml Siaran Pers 
Iklan Kegiatan 

kali 1 1 100  

Jml Siaran Taman 
Gabusan dalam 
Studio 

kali 21 21 100  

Jml Siaran 
Gabusan luar 
Studio 

episod
e 

1 1 100  

Jml siaran TV luar 
Studio 

episod
e 

6 6 100  

Jml Penerbitan 
Buletin Sejada 

eksplr 6800 6800 100  

Jml materi iklan 
Sosialisasi cukai 

kali 1 1 100  

Jml sosialisasi 
Cukai lewat radio 

media 4 4 100  

Jml Sosialisasi 
Cukai lewat 
Televisi 

media 0 0 100  

Jml pariwara media 6 6 100  

Jml advertorial media 6 6 100  

Jml Iklan Layanan 
Masyarakat 

kali 1 1 100  

Jml Dialog Interktif 
Pesantren lewat 
radio 

kali 11 11 100  

Jml dialog Interaktif 
3 stasiun radio 

kali 24 24 100  

Kendaraan Dinas 
Roda Dua 

unit 1 1 100  

Pembuatan video 
Profil 

video 1 1 100  

Jml Peliputan 
dinamika 
Pembangunan 

kali 8 8 100  

Bantul Ekspo stand 1 1 100  

Hari jadi Bantul/ 
Mobil Hias 

unit 1 1 100  

 

Kegiatan 
Penyebarluasan 
Informasi 
Penyelenggaraa
n Pemerintah 
Daerah 

Jml Bimtek 
Jurnalistik dan 
fotografi 

kali 2 2 100  

Jml 
Penyebarluasan 
informasi 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
melalui website 

berita 500 500 100  

Jumlah Pengaduan 
Masyarakat melalui 

aduan 120 120 100  
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SMS Center 

 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran     

5 

Kegiatan 
Penyediaan 
Jasa, Peralatan, 
dan 
Perlengkapan 
Perkantoran 

Pembayaran 
rekening Listrik 

bln 12 12 100  

Pembayaran Honor 
Pengelola 
Keuangan dan 
Barang 

ob 156 156 100  

penyediaan 
Peralatan 
Kebersihan dan 
Bahan Pembersih 

bln 12 12 100  

Peliharanya 
perlengkapan 
kantor 

bln 12 12 100  

Pembayaran Premi 
Asuransi 
Kesehatan 

ob 0 0 100  

Pembayaran 
Telepon 

bln 12 12 100  

Jumlah alat-alat 
perlengkapan 
Kearsipan 

paket 1 1 100  

Pemeliharaan 
peralatan kantor 

bln 12 12 100  

Jumlah 
Penggandaan 

lbr     

penyediaan Bahan 
Medis (obat-
obatan) habis 
pakai 

bln 12 12 100  

Jml Modal 
Peralatan dan 
Mesin - Belanja 
Kursi Kerja 

paket 1 1 100  

Penyediaan Surat 
Kabar 

bln 12 12 100  

Jumlah 
Perangko,Materai 
dan Benda Pos 

lbr 1100 1100 100  

Honorarium 
Pegawai Kontrak 

org 7 7 100  

Kursi Ruang rapat paket 1 1 100  

Jumlah Alat Tulis 
Kantor 

set 4 4 100  

penyediaan Alat 
Listrik Dan 
Elektronik 

bln 12 12 100  

Pembayaran Pajak unit 10 10 100  
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Kendaraan 
Bermotor 

Jumlah Pakaian 
Kerja Lapangan 

paket 27 27 100  

Jumlah Belanja 
Cetak 

buah 12 12 100  

Pemeliharaan 
Peralatan dan 
Mesin 

bln 12 12 100  

Jml Almari arsip 
dinamis 

paket 1 1 100  

 

Kegiatan 
Penyediaan 
Rapat-
Rapat,Koordina
si dan 
Konsultasi 

Perjalanan Dinas 
dalam daerah 

oh 1751 1514 86  

Perjalanan Dinas 
Luar Daerah 

oh 100 97 97  

penyediaan makan 
dan minum rapat 

ok 5585 5585 100  

6 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

    

Kegiatan 
Pengadaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Honorarium Tim 
Pengadaan Barang 
Dan Jasa 

Tim 3 3 100  

Jumlah Jasa 
Kantor - Dekorasi 
Ruangan 

Ruang 1 1 100  

Jml Smartphone unit 1 1 100  

Jumlah Pengadaan 
Ac 

unit 2 2 100  

Jml Monitor IKP unit 1 1 100  

Pengadaan 
Camera Tele 

unit 1 1 100  

Jumlah Peralatan 
Dan Mesin-
Peralatan Personal 
Komputer 

paket 3 3 100  

Jumlah Belanja 
Modal Peralatan 
Dan Mesin-
Pengadaan 
Personal Komputer 

unit 3 3 100  

Jumlah Belanja 
Modal Peralatan 
Dan Mesin-
Pengadaan Lemari 
Dan Arsip Pejabat 

buah 2 2 100  

Jml Printer Laserjet 
Dan Warna 

paket 1 1 100  

 
Kegiatan 
Pemeliharaan 

Jumlah Jasa 
Service 

unit 12 12 100  
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Kendaraan 
Dinas/Operasio
nal 

Jumlah Bahan 
Bakar Minyak/Gas 

liter 20486 20486 100  

Jumlah Pelumas/ 
Oli 

liter 148 148 100  

7 
Program Peningkatan Pengembangan Sitem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

    

 

Kegiatan 
Penyusunan 
laporan capaian 
kinerja dan 
ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD 

Jml workshop 
peningkatan 
kapasitas 

kali 2 2 100  

Dokumen Renja dok 1 1 100  

Dokumen Lkj dok 1 1 100  

Dokumen Calk dok 1 1 100  

Sumber : diskominfo , 2018 

 

A. Akuntabilitas Anggaran 

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan 

Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang 

dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 di Dinas 

Komunikasi dan Informatika sebesar Rp 19.714.683.800 yang digunakan untuk 

membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar 

18.527.579.685,7 atau sebesar 94%. 

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2018 yang dialokasikan untuk 

membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian 

sasaran strategis adalah sebagai berikut : 

Tabel IIError! No text of specified style in document..5 Alokasi Anggaran Belanja 
per Sasaran Strategis Tahun 2018 

No Sasaran Strategis Anggaran (Rp) % 

1 Meningkatnya Penyelenggaraan sistem informasi 
dan komunikasi berbasis teknologi sesuai standar 

14.462.519.500 73.36 

2 Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat 
terhadap penyelenggaraan informasi publik 

3.171.416.000 16.09 

Jumlah 17.633.935.500 89.45 

Belanja Langsung Pendukung 2.080.748.300 10.55 

Total Belanja Langsung 19.714.683.800 100 

Sumber : diskominfo , 2018 

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk 

penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja 

langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk 

program/kegiatan utama sebesar Rp 17.633.935.500atau sebesar 89.45% 
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dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan 

pendukung sebesar Rp 2.080.748.300atau sebesar 10.55% dari total belanja 

langsung. 

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan 

anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan 

sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi sesuai standardengan 

besaran anggaran 73.36% dari total belanja langsung. Sementara itu, 

sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Meningkatnya 

indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan informasi public 

sebesar 16.09% dari total anggaran belanja langsung. 

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2018 sebesar 94% dari total 

anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa 

akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan 

anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 

94%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 95%.  

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar 

pada program/kegiatan di IKU Persentase SKPD yang menerapkan Layanan 

unggulan Digital Government Service (DGS) sebesar 95%, sedangkan 

penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Index kualitas 

layanan informasi publik sebesar 91.%. Jika dilihat dari serapan anggaran per 

sasaran, maka sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan sistem informasi dan 

komunikasi berbasis teknologi sesuai standarmenyerap anggaran paling 

besar yaitu 95% dari target. Sedangkan sasaran Meningkatnya indeks 

kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan informasi publik  menyerap 

anggaran terkecil yaitu 91%.  dari target. 

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2018 yang 

dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator 

Kinerja Utama disajikan sebagai berikut : 
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Tabel Error! No text of specified style in document..6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018 

N
o 

Program  
Indikator Kinerja 

Kinerja Anggaran 

Kegiatan Target Realisasi % Target (Rp) Realisasi (Rp) % 

1 

Program 
Pengembangan 
Komunikasi, 
Informasi dan 
Media Massa 

Persentase perluasan 
infrastruktur jaringan 

72% 76,5 
106.25 

14.384.457.000 13.595.793.598,7 95 Persentase pembangunan 
pusat data (warehouse 
data) 

50% 70 
140 

 
Kegiatan 
Pembinaan dan 
Pengembangan 
Jaringan 
Komunikasi dan 
Informasi 

Peningkatan infrastruktur 
jaringan internet dan 
intranet 

90% 90% 100 5.145.833.800 4.745.779.609,7 92 

 

Kegiatan 
Pembinaan dan 
Pengembangan 
sumber daya 
komunikasi dan 
informasi 

Peningkatan kapasitas data 
center Pemkab. Bantul 

90% 90% 100 5.406.975.000 5.371.773.270 99 

 
Kegiatan 
Pengkajian dan 
Pengembangan 
sistem informasi 

Penyelenggaraan 
pemberdayaan telematika 
dan pengembangan system 
informasi 

90% 82.5% 91.67 3.141.973.200 290.045.6104 92 

 Kegiatan 
Perencanaan dan 
Pengembangan 
Kebijakan 

Terlaksananya Penyusunan 
dan publikasi peraturan 
Pemerintah Daerah bidang 

80% 100% 125 193.200.000 181.260.000 94 
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N
o 

Program  
Indikator Kinerja 

Kinerja Anggaran 

Kegiatan Target Realisasi % Target (Rp) Realisasi (Rp) % 

Komunikasi dan 
Informasi 

TIK 

 Kegiatan 
Pengendalian 
sistem keamanan 
informasi 

Persentase gangguan 
informasi yang tertangani 

80% 65% 75 496.475.000 396.524.615 80 

2 Program fasilitasi 
Peningkatan SDM 
bidang 
komunikasi dan 
informasi 

Persentase SDM yang 
memiliki pengetahuan dan 
keterampilan berbasis TI 

47% 44% 93.6 78.062.500 74.430.000 95 

 Kegiatan Pelatihan 
SDM dalam bidang 
komunikasi dan 
informasi 

Pelatihan Aparatur 
Pemerintah di bidang 
Teknologi dan Informasi 

238 org 200 org 84 78.062.500 74.430.000 95 

3
. 

Program 
pengkajian dan 
penelitian bidang 
informasi dan 
komunikasi 

prosentase peningkatan 
tata kelola sistem 
informasi dan layanan 
publik 

65% 65 100 1.113.139.000 1.004.830.200 90 

 Kegiatan 
Pengkajian dan 
Penelitian Bidang 
Informasi dan 
Komunikasi 

Peningkatan 
Penyelenggaraan Informasi 
Publik 

100% 100 100 112.825.000 99.481.200 88 
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N
o 

Program  
Indikator Kinerja 

Kinerja Anggaran 

Kegiatan Target Realisasi % Target (Rp) Realisasi (Rp) % 

 Kegiatan 
Pemberdayaan 
KID dan PPID 

Terlaksananya Kegiatan 
PPID 

100% 100 100 277.097.000 191.341.200 69 

 Kegiatan 
Pengembangan 
dan 
Pemberdayaan 
Kelompok 
Informasi 
Masyarakat (KIM) 

Cakupan pengembangan 
dan pemberdayaan 
Kelompok Informasi 
Masyarakat di Tingkat 
Kecamatan 

100% 112 112 723.217.000 714.007.800 99 

4
.  

Program 
kerjasama 
informasi dengan 
mas media 

Persentase peningkatan 
sosialisasi pembangunan 
pemerintah daerah 

67% 67% 100 2.058.277.000 1.877.223.100 91 

 Kegiatan 
Penyebarluasan 
Informasi 
Pembangunan 
Daerah   

Jumlah pemanfaatan media 
massa dalam 
penyebarluasan  
penyelenggaran pemerintah 
daerah 

9 mass media 9 mass 
media 

100 1.832.077.000 1.655.696.100 90 

 Kegiatan 
Penyebarluasan 
Informasi 
Penyelenggaraan 
Pemerintah 
Daerah 

 

Jumlah penyampaian 
informasi pembangunan  
melalui website pemerintah 
daerah 

400 berita 420 berita 105 226.200.000 221.527.000 98 



 

58 
 

N
o 

Program  
Indikator Kinerja 

Kinerja Anggaran 

Kegiatan Target Realisasi % Target (Rp) Realisasi (Rp) % 

5 Program 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Nilai AKIP (Akuntabilitas 
Kinerja Instansi 
Pemerintah) 

82 81.33 99 1.275.068.300 1.197.760.031 94 

 Kegiatan 
Penyediaan 
Jasa,Peralatan 
dan Perlengkapan 
Perkantoran 

Cakupan Penyediaan 
Jasa,Peralatan dan 
Perlengkapan Perkantoran 

88% 90% 102 513.858.300 464.284.295 90 

 Kegiatan 
Penyediaan 
Rapat-
Rapat,Koordinasi 
dan Konsultasi 

Cakupan Penyediaan 
Rapat-Rapat,Koordinasi dan 
Konsultasi 

88% 97% 110 761.210.000 733.475.736 96 

6 Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

Persentase pemenuhan 
sarana dan prasarana 
aparatur 

90% 97% 107 766.630.000 742.916.006 96.5 

 Pengadaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Cakupan Pemenuhan 
kebutuhan peralatan dan 
perlengkapan kantor 

89% 97% 108 552.825.000 538.088.697 97 

 Pemeliharaan 
Kendaraan 
Dinas/Operasional 

Cakupan pemenuhan  
kebutuhan pemeliharaan 
kendaraan 

92% 96% 104 213.805.000 204.827.309 96 
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N
o 

Program  
Indikator Kinerja 

Kinerja Anggaran 

Kegiatan Target Realisasi % Target (Rp) Realisasi (Rp) % 

7 Program 
peningkatan 
pengembangan 
sistem pelaporan 
capaian kinerja 
dan keuangan 

Nilai Evaluasi Kinerja 75   39.050.000 34.626.750 89 

 Kegiatan 
Penyusunan 
laporan capaian 
kinerja dan ihtisar 
realisasi kinerja 
SKPD 

Nilai Evaluasi Kinerja 75   39.050.000 34.626.750 89 

Sumber : diskominfo, 2018 
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B. Efisiensi Sumber Daya 

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 6%, dari total 

anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa 

dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu 

tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan 

anggaran.  

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 7%, 

sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 5%. Jika 

dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada 

program/kegiatan di IKU Index kualitas layanan informasi publik sebesar 9 %, 

sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU 

Persentase SKPD yang menerapkan Layanan unggulan Digital Government 

Service (DGS) sebesar 5%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, 

maka sasaran Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap 

penyelenggaraan informasi publik memiliki efisiensi anggarannya paling besar 

yaitu 9% dari anggaran target. Sedangkan sasaran Meningkatnya 

Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi sesuai 

standar efisiensi anggarannya terkecil yaitu 5% dari anggaran target. 

Efisiensi belanja langsung Tahun 2018 yang dialokasikan untuk 

membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama 

disajikan sebagai berikut: 

Tabel III.7 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 

No Indikator Kinerja 
Anggaran 

Target (Rp) Realisasi (Rp) Efisiensi % 

1 Persentase SKPD yang 
menerapkan Layanan 
unggulan Digital 
Government Service 
(DGS)  

14.462.519.500 13.670.223.598,7 792.295.901,3 5 

2 Index kualitas layanan 
informasi publik 

3.171.416.000 2.882.053.300 289.362.700 9 

Jumlah 17.633.935.500 16.552.276.898,7 1.081.658.601,3 7 

Belanja Langsung 
Pendukung 

2.080.748.300 1.975.302.787 105.445.513 5 

Total Belanja langsung 19.714.683.800 18.527.579.685,7 1.187.104.114,3 6 

Sumber : diskominfo, 2018 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah 

proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-

prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, 

kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan 

demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis 

yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja 

pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian 

sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi 

dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan 

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan 

kebijakan yang ditetapkan.  

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum capaian Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah memperlihatkan 

pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. 

Sebanyak 2(dua) sasaran, 2(dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang 

tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing 

IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, 

atau rata-rata tercapai sebesar 105% atau kinerja kriteria Sangat Tinggi.  

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh 

indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 

2018 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang 

belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan 

kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari 

kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala 

kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk 

lebih baik lagi di esok hari.  
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